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ABSTRAK

Sebelum Undang-Undang mengenai kejahatan pencucian uang dikeluarkan
oleh pemerintah Indonesia, para pelaku kejahatan ini menjadikan negara Indonesia
sebagai surga bagi mereka untuk mencucikan (melegalkan) uang hasil kejahatan yang
mereka lakukan. Kejahatan tersebut antara lain berasal dari perdagangan obat-obatan
terlarang (narkotika), perjudian, pelacuran, penyelundupan, perdagangan senjata dan
lain sebagainya. Pemerintah Indonesia bersama DPR kemudian mengesahkan
pembentukan undang-undang mengenai kejahatan  money laundering, dan
membentuk lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
sebagai pusat informasi yang menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan kalau
ada indikasi terjadi tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan yang muncul pada PPATK dalam menanggulangi tindak pidana
pencucian uang yaitu bagaiamana peranan dan apa sajakah hambatan PPATK dalam
menanggulangi tindak pidana pencucian uang.

Metode penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian normative yaitu
penelitian yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum.
Simpulan, menunjukkan bahwa dalam rentang waktu empat tahun sejak disahkannya
PPATK sudah menunjukkan efektifitas berarti yang bisa dirasakan oleh pemerintah
Indonesia, diantaranya yang paling penting yaitu keluarnya negara Indonesia dari
daftar hitam kawasan tidak kooperatif dalam menangani kasus pencucian uang dan
dapat mengurangi tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sedangkan hambatan
yang dihadapi oleh PPATK dalam menjalankan tugasnya ada hambatan bersifat
internal dan bersifat eksternal.

Rekomendasi, Mengingat masalah kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan
yang melintasi batas Negara maka diperlukannya kerja sama yang lebih baik dan
lebih intensif bagi aparat penegak hukum dan masyarakat melalui sosialisasi
mengenai kejahatan pencucian uang (money landering).

Kata kunci : PPATK, Tindak Pidana, TPPU.
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KESIMEPULAN

Veranan Pasat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kouangan (PPATK) Dalam

Menanggalangt Vindak Pidang Pencucian | lang (TPPUY di Indonesia, yaitu:

A PPATE telah membentuk dicektorat riset dan analisis dengan tugas utamanya

d

adaloh melakukan — analisis terthadap  Laporan  Transaksi  Keuangan
Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan
(MK)
PPATE memantau catatan dalam buku daflar pengecualian yang dibuat oleh P
1K dengan carn melakukan audit terhadap PIK untuk menilai kepatuhan PJK
dalam melaksanakan ketentuan,
PPATE telah membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi
kenangan mencurigakan,
Sebagai lembaga intelijen dibidang keuangan, PPATK memberikan nasihat
dan bantuan kepada instansi berwenang atas informasi yang diperoleh.
Setiap PIK harus terus mewaspadai para criminal yang memanfaatkan system
kewangan sebagai sarana kegiatan pencucian uang,
Setiap 6 (enam) bulan sckali juga PPATK membuat dan memberikan

laporan secara berkala mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan
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lainnya kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang
berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa keuangan.
g. PPATK dalam rangka membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia

telah memberikan informasi kepada publik tentang kinerja yang telah

dicapai lembaga ini.

| N 2 Hambatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam
| Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia, adalah :
1) Hambatan Internal, yaitu:

a. PPATK masih belum memiliki pegawai tetap

b. Sistem kepegawaian berbasiskan kinerja (merit system) belum ditetapkan

c. Pengadaan System Disaster Recovery Center belum dilaksanakan
2) Hambatan Eksternal, yaitu:

a. Belum mendapatkan dukungan penuh dari pemrintah

b. Peningkatan koordinasi yang belum optimal

c. Peningkatan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

d. Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat yang

masih dinilai kurang.
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